BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui
media daring yaitu Webex di bidang Pemerintahan khususnya
pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka
dapat disimpulkan :
1. Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan bidang
Seksi Kefarmasian memiliki beberapa Program
Kebijakan yang terdiri Program Tata Kelola Obat
Publik, Program Pelayanan Kefarmasian dan
Penggunaan Obat Rasional (POR), Program
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA),
Program Obat Tradisional, Program Kosmetika dan
Program Makanan dan Minuman.
2. Apoteker yang bekerja di Dinas Kesehatan bidang
Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah
Tangga memiliki tugas yang berfokus pada
penyusunan kebijakan serta pengendalian dan
pengawasan produksi dan distribusi produk alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
3. Apoteker memiliki peranan yang penting dalam
mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat
dalam hidup sehat serta meningkatkan pelayanan

kesehatan secara merata pada masyarakat luas.
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5.2  Saran

Berdasarkan hasil dari Praktek Kerja Profesi Apoteker
(PKPA) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui
media daring dengan aplikasi Webex dapat diberikan saran
sebagai berikut :

1. Pembuatan aplikasi Dinkes di gadget yang memuat
seluruh informasi mengenai Dinas Kesehatan
khususnya di Jawa Timur sehingga lebih mudah
diakses oleh masyarakat.

2. Peningkatan penyuluhan dan informasi yang selalu
diperbarui mengenai obat maupun alat kesehatan

atau berita terbaru terkait hal tersebut.
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